3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

1.1. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR
1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

a) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri atas 12 kegiatan yaitu

· Perencanaan Pembangunan Jembatan
· Pembangunan Jembatan
· Peningkatan Jalan Provinsi
· Perencanaan Peningkatan Jalan
· PembangunanJembatan Lintas Selatan Jawa Timur
· Perencanaan Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur
· Peningkatan Jalan Sidoarjo – Krian – Legundi – Pertigaan Bunder
· Pengadaan Tanah DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
· Supervisi Pembangunan Jembatan
· Supervisi Peningkatan Jalan
· Supervisi Pembangunan Jembatan Lintas Selatan Jawa Timur, dan
· Penyusunan Program. 

b) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan ini dengan pagu Anggaran sebesar Rp 258.949.882.500,00, terealisasi sebesar Rp.245.831.109.949,00 atau 94.93% secara rinci masing–masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Pada program pembangunan jalan dan jembatan ini terdapat 2 outcome, yaitu :

1. Kemantapan jalan 

2. Panjang jembatan JLS yang terbangun

· Program pembangunan jalan dan jembatan melalui kegiatan peningkatan jalan dan penggantian jembatan, dilaksanakan guna mencapai target kemantapan jalan sesuai Renstra yaitu 86 % tetapi terealisasi dengan tercapainya kemantapan jalan TA 2012 sebesar 85,73 % dengan Capaian Kinerja 99,69 %. 

Sedang pada pendanaan di Renstra TA 2012 Rp. 356.312.120.000,00 tetapi terealisasi Rp. 222.539.882.500,00 dengan Capaian Kinerja 62,46 %  

· Program pembangunan jalan dan jembatan melalui kegiatan pembangunan jembatan JLS, dilaksanakan guna mencapai target pembangunan jembatan JLS sesuai rencana Th 2012 yaitu 125 M’  yang teralisasi sebesar 120 M’ dengan Capaian kinerja 96 %. Sedang pada pendanaan di Renstra Rp. 140.254.400.000,00 terealisasi Rp. 46.450.000.000,00 dengan Capaian Kinerja 33,12 %
· Dua Tahun terakhir perkembangan kemantapan jalan ditahun 2011 dan th 2012 seiring dengan Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17.1
Perkembangan Pembangunan Jalan dan JembatanTahun 2011-2012

	NO
	KEGIATAN
	SAT.
	RENSTRA
	REALISASI
	CAPAIAN %

	
	
	
	2011
	2012
	2011
	2012
	2011
	2012

	1
	Peningkatan Jalan
	Km
	176,07
	176,07
	55,17
	67,12
	31,33
	38,12

	2
	Penggantian Jbt
	M’
	601,00
	316,00
	83,80
	97,50
	13,94
	30,85

	3
	Pemb.Jln Linsel
	Km
	83.22
	65,45
	8, 50
	0,00
	1,37
	0,00

	4
	Pemb.Jbt Linsel
	M’
	45,00
	125,00
	240,00
	120,00
	533,33
	96,00


Sumber : Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim, Tahun 2012
d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi :

· Pada kegiatan Peningkatan Jalan Propinsi ada satu paket yang putus kontrak karena ketidak sanggupan penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan (Paket Buduan – Bondowoso).

· Pada kegiatan Pengadaan Tanah tidak dapat terealisasi disebabkan dana yang sedianya untuk pembebasan jalan Nasional tidak sesuai peruntukannya.

· Keterbatasan dana untuk pembangunan jalan Lintas Selatan sementara tidak terealisasi, sehingga prioritas hanya pada pembangunan jembatan untuk menghubungkan wilayah antar kabupaten 

· Perlu adanya percepatan Pembangunan Jalan Lintas Selatan dengan peran serta Pemerintah Pusat, mengingat lahan yang sudah siap untuk Pembangunan Jalan sepanjang 251,58 Km dan Pembangunan Jembatan sebanyak 32 Buah, dengan    total 1.655 M’. 
Solusi :

· Pada tahun mendatang pemilihan penyedia jasa lebih selektif lagi.

· Penyempurnaan perencanaan anggaran.

· Mengupayakan dan mendorong agar peran serta Pemerintah Pusat, dalam hal Pendanaan segera terealisasi sehingga potensi-potensi yang terdapat pada wilayah selatan Pulau Jawa dapat tergali secara Maksimal.

2) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri atas 24 kegiatan yang meliputi kegiatan:

· Pemeliharaan Jembatan Rangka, 

· Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Surabaya, 

· Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Mojokerto, 

· Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Bojonegoro, 

· Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Madiun, 

· Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Pacitan, 

· Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bina Marga Tulungagung, 

· Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Kediri, 

· Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Malang, 

· Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Probolinggo, 

· Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bina Marga Jember,

·  Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Banyuwangi, 

· Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan UPT Bina Marga Pamekasan, 

· Supervisi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, 

· Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

b) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp 150.368.353.800,00,- terealisasi sebesar Rp.146.854.102.130,00 atau 97.66 % secara rinci masing–masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 Kolom.

c) Hasil/Outcome Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

· Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dilaksanakan guna mencapai target sesuai Renstra tahun anggaran 2012 pemeliharaan berkala/berat jalan yaitu 140,06 Km tetapi terealisasi sepanjang 65,740 Km dengan Capaian sebesar 46,93 %. Sedang untuk pendanaan di Renstra Rp. 217.627.210.000,00 sedang terealisasi Rp. 140.448.420.800,00 dengan Capaian 64,54 %

· Dua tahun terakhir perkembangan kemantapan jalan ditahun 2011 dan th 2012 seiring dengan Pemeliharaan Jalan adalah sebagai berikut :
Tabel 4.17.2
Perkembangan Pemeliharaan Jalan Provinsi Tahun 2011-2012

	NO
	KEGIATAN
	SAT
	RENSTRA
	REALISASI
	CAPAIAN (%)

	
	
	
	2011
	2012
	2011
	2012
	2011
	2012

	1
	Pemel.berkala
	Km
	140,06
	140,06
	90,23
	65,74
	64.42
	46,93

	2
	Pemel.rutin
	Km
	1.444,78
	1.444,78
	981,54
	1.628,54
	67,94
	112,72


Sumber : Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim, Tahun 2012
Tabel 4.17.3
Perkembangan Kemantapan Jalan Tahun 2011-2012

	NO
	TAHUN ANGGARAN
	KEMANTAPAN JALAN (%)

	
	
	RENSTRA
	REALISASI
	CAPAIAN

	1
	2011
	84
	78.16
	93.07

	2
	2012
	86
	85.73
	99.69


Sumber : Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim, Tahun 2012
d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Keterbatasan biaya untuk mencapai target sesuai Renstra 

Solusi
Peran serta Pemerintah dalam hal pendanaan segera terealisasi untuk tercukupi sesuai Renstra

3) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
a) Program Inspeksi Kondisi Jalan Jembatan terdiri atas 3 kegiatan yaitu :
· Inspeksi Kondisi Jalan

· Inspeksi Kondisi Jembatan

· Kajian dan Penelitian

b) Program Inspeksi Kondisi Jalan Jembatan ini dengan pagu Anggaran sebesar Rp 2.607.050.000,00, terealisasi sebesar Rp.2.337.340.500,00 atau 89.65 % secara rinci masing–masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

Pada program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan outcome nya adalah 

1. Kondisi Jalan

2. Kemantapan Jalan

Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 
· dilaksanakan guna mendapatkan nilai kondisi Jalan 
Mantap :
  -
Baik 
    649,852 Km

· Sedang
    859,786 Km 
                             Total
     1,509.638 Km
Nilai Kemantapan jalan 1,509.638/1,760.912 x 100 % = 85,73 % 

· dilaksanakan guna menunjang kemantapan jalan sesuai Renstra yaitu 86 % tetapi terealisasi dengan tercapainya kemantapan jalan TA 2012 sebesar 85,73 % dengan Capaian Kinerja 99,69 %. 

· Dua tahun terakhir perkembangan kondisi jalan ditahun 2011 dan tahun 2012 seiring dengan Inspeksi kondisi jalan  adalah sebagai berikut :

Tabel 4.17.4
Perkembangan Kondisi Jalan  Tahun 2011-2012

	No
	Th
	Mantap
	Tidak Mantap

	
	
	Baik (Km)
	Sedang (Km)
	Jumlah (Km)
	%
	R.Ringan
	R.Berat
	Jumlah
	%

	1
	2011
	338.528
	1,037.751
	1,376.279
	78.16
	335.808
	48.825
	384.633
	21.84

	2
	2012
	649.852
	859.786
	1,509.638
	85.73
	211.574
	39.700
	251.274
	14.27


Sumber : Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim, Tahun 2012
4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ke Binamargaan

a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ke Binamargaan terdiri atas 4 kegiatan yaitu :
· Pengadaan alat2 berat

· Pengadaan alat2 ukur dan bahan lab.kebinamargaan

· Rehabilitasi/pemeliharaan alat2 berat

· Rehab/pemel alat2 ukur dan bahan lab. kebinamargaan

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ke Binamargaan ini dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 12.760.388.000,00 terealisasi sebesar Rp. 12.250.796.100,00 atau 96.01% secara rinci masing–masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilan dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana ke Binamargaan adalah :
Tersedianya alat-alat kebinamargaan yang siap pakai sebagai pendukung Kemantapan Jalan yang ingin di capai sebesar 86% terealisasi 85.73% dengan Capaian Kinerja 99,69 %. 

1.2. DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR
1) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

a) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku didukung oleh 5 (lima) kegiatan yaitu operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi saluran pembawa dan pembuang serta prasarana air baku lainnya; pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku, terutama pada kawasan-kawasan dengan tingkat kebutuhan air baku tinggi di wilayah penduduk miskin yang sulit air; pembangunan dan normalisasi sumur-sumur air tanah dengan memperhatikan prinsip-prinsip conjunctive use dengan air permukaan pada daerah-daerah rawan air, pulau-pulau kecil dan daerah tertinggal; sinkronisasi kegiatan antara penyediaan air baku dengan kegiatan pengolahan dan distribusi; dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat lokal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya air melalui swaorganisasi dan swakelola.
b) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan pagu sebesar                      Rp. 13.003.630.680,00, terealisasi sebesar 95,93% atau Rp. 12.473.867.290,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan


Penyediaan dan pengelolaan air baku dimaksudkan menyediakan air baku untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan rumah tangga terutama masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan, serta industri. 

Hasil pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

· Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan waduk secara regular (APBD);
· Pengadaan alat berat untuk operasi dan pemeliharaan sungai dan waduk berupa Excavator Standart Boom sebanyak 2 (dua) unit, Excavator Long Arm sebanyak 1 (satu) unit, Excavator Medium sebanyak 2 (dua) unit, dan Dump Truck sebanyak 2 (dua) unit;
· Pembangunan 11 (sebelas) embung geomembran (APBD);
· Normalisasi dan pemeliharaan 22 (dua puluh dua) embung dan 12 (dua belas) waduk, serta pembangunan 4 (empat) embung dan 2 (dua) waduk (dana APBN);
· Pembangunan tampungan kapasitas air baku sebesar 59 juta m3, yaitu New Sembayat Barrage, Jabung Ring Dike, Bojonegoro Barrage, dan Waduk Bajulmati (dana APBD dan APBN);
· Pembebasan tanah untuk New Sembayat Barrage (Gresik), Waduk Bendo (Ponorogo) dan Jabung Ring Dike (Tuban) (dana APBD dan APBN); dan
· Pengeboran sumur dalam baru sejumlah 17 (tujuh belas) titik, pemeliharaan sumur dalam sejumlah 66 (enam puluh enam) titik, rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) 18 (delapan belas) titk, pencucian sumur sejumlah 8 (delapan) titik, serta perbaikan rumah pompa dan Jaringan Irigasi Air Tanah perpipaan sejumlah 26 (dua puluh enam) titik (dana APBD dan APBN).
d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan yang dihadapi antara lain :

· Sejalan meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat, jumlah kebutuhan air baku bagi rumah tangga, permukiman, pertanian maupun industri juga semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan air baku yang tidak seimbang dengan kemampuan penyediaan diperkirakan akan memicu konflik antar pengguna air. Dengan berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam daya dukung lingkungan dalam menyediakan air. Selain itu, kapasitas infrastruktur penampung air, seperti waduk dan bendungan semakin menurun sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Kondisi ini diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan yang belum optimal sehingga tingkat layanan prasarana sumber daya air, dari waktu ke waktu semakin menurun;
· JIAT yang dibangun sampai dengan tahun 2012 hanya sebanyak 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) lokasi dalam rangka meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) seluas 11.310 (sebelas ribu tiga ratus sepuluh) Ha dari total 1.570  (seribu lima ratus tujuh puluh) lokasi pompa air tanah seluas 45.028 (empat puluh lima ribu dua puluh delapan) Ha;
· Penggarap tanah Negara meminta santunan seperti pada tahun sebelumnya, sedangkan peraturan yang baru tidak ada santunan (Jabung Ring Dike);
· Pembebasan tanah di Waduk Nipah (Sampang) belum mendapatkan persetujuan warga dan  untuk pembebasan tanah Waduk Bendo (Ponorogo) terkendala persetujuan ijin prinsip dari Menteri Kehutanan; dan
· Terdapat permasalahan teknis berupa masalah geologi di Waduk Bajulmati (Banyuwangi) dan perbedaan hasil investigasi Waduk Kresek (Madiun).

Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :

· Dengan semakin berkurangnya kapasitas dari bangunan-bangunan sumber daya air (waduk dan embung) akibat semakin meningkatnya laju sedimentasi dikarenakan kerusakan lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hulu, maka sebagai salah satu upaya untuk tetap mempertahankan kapasitas tampungan bangunan waduk dan embung adalah dengan melakukan pengerukan sedimen di waduk dan embung;
· Perbaikan rumah pompa dan Jaringan Irigasi Air Tanah perpipaan dilakukan secara regular;
· Gubernur telah berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terkait dasar hukum pemberian santunan kepada penggarap tanah Negara. Beberapa Kepala Desa tidak bersedia mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan, solusi yang ditempuh adalah masing-masing petani penggarap akan membuat Pakta Integritas;
· Untuk pembebasan lahan Waduk Nipah (Sampang), bersama Pemkab Sampang dan tokoh masyarakat (ulama) telah diupayakan pendekatan/ penyuluhan kepada masyarakat, namun belum mencapai kesepakatan. Sedangkan untuk Waduk Bendo (Ponorogo), lahan pengganti milik Perhutani lintas kabupaten telah disetujui ijin prinsip dari Menteri Kehutanan seluas 54 hektar; dan
· Untuk permasalahan geologi di Waduk Bajulmati, dilakukan review desain serta diberikan tambahan waktu pelaksanaan dan untuk perbedaan hasil investigasi antara Kabupaten Madiun dan BBWS Bengawan Solo pada Waduk Kresek (Madiun), Pemerintah Provinsi mengambil inisiatif untuk melakukan investigasi ulang dan hasilnya kedua belah pihak sepakat untuk memindahkan lokasi.


2) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
a) Program  Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu peningkatan pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai, terutama pada daerah-daerah rawan bencana banjir dan abrasi air laut pada wilayah strategis, daerah tertinggal, serta pulau-pulau kecil yang terkait/terpengaruh oleh muara sungai; mendukung peningkatan pembangunan embung-embung untuk penampungan air hujan di wilayah rawan banjir, sekaligus berfungsi untuk kegiatan perikanan, irigasi, dan sumber air baku; pengendalian daya rusak air di sungai Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, dengan melakukan pengelolaan daerah rawan bencana banjir (Flood Prone Area Management) sebagai contoh membuat Pusat Evakuasi Korban Banjir (Flood Evacuation Center) di Bojonegoro dan Tuban, dan membuat tampungan sementara (Retarding Basin); rehabilitasi, operasi  dan  pemeliharaan sungai, prasarana pengendali banjir (pompa banjir, doorlaat, floodway), dan pengamanan pantai, termasuk tanggul dan normalisasi sungai; pengaturan dan penegakan hukum untuk penertiban terhadap hunian liar di daerah bantaran sungai; dan pemberdayaan dan pengembangan budaya masyarakat setempat dalam pengendalian banjir.

b) Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dengan pagu sebesar Rp. 55.894.463.500,00, terealisasi sebesar 94,60% atau Rp. 52.878.589.095,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian banjir dan pengamanan pantai dimaksudkan untuk mengurangi tingkat resiko dan lama genangan banjir, serta menanggulangi akibat bencana banjir dan abrasi air laut yang menimpa daerah produksi, permukiman, dan sarana publik lainnya, sehingga dampak bencana banjir dan kekeringan dapat dikurangi, serta terlindunginya daerah pantai dari abrasi laut, terutama pada pulau-pulau kecil, dan wilayah strategis serta yang terkait/terpengaruh oleh muara sungai.
Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

· Melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Wilayah Sungai Bengawan Solo (Kali Jeroan di Madiun, Kali Lamong di Gresik, Tanggul Kanor di Bojonegoro , Tanggul Remaining Work LSRIP II di Gresik), Wilayah Sungai Brantas (Kali Kuncir di Nganjuk, Kali Sadar di Mojokerto, Kali Wonorejo di Surabaya) dan Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi (Kali Kemuning di Sampang, Kali Semajid di Pamekasan, Kali Tanggul di Jember, Kali Rejoso di Pasuruan, Kali Kedunglarangan di Pasuruan, Kali Petung di Pasuruan, Kali Termas di Blitar, dan Kali Tawing di Trenggalek);
· Melanjutkan proses pembebasan lahan untuk Tanggul Kanor, sisa pekerjaan tanggul Remaining Work LSRIP, Kali Lamong, Shortcut Kali Rejoso dan Kali Tanggul;
· Mengkaji penambahan kapasitas floodway menjadi 1.000 m3/dt;
· Pembangunan Tanggul Kanan Bengawan Solo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro sepanjang 24,2 km untuk mengamankan 7.000 Ha dan 10.000 KK (APBN); dan
· Perbaikan Kali Grindulu di Pacitan, Kali Lorok di Pacitan, dan Kali Madiun di Madiun (APBN).
d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

· Akibat kerusakan lingkungan terutama pada Daerah Tangkapan Air bagian hulu (hutan), aliran permukaan semakin besar dan menimbulkan erosi yang pada akhirnya terjadi sedimentasi di sungai dan waduk, sehingga berdampak mengurangi daya tampung sungai dan waduk yang dapat menyebabkan banjir;

· Morfologi sungai yang berkelok-kelok, kemiringan memanjang relatif datar dan adanya pengaruh pasang surut air laut;
· Sebagian besar kegiatan masyarakat (permukiman, industri, aktivitas ekonomi, transportasi) berada pada wilayah dataran banjir;
· Infrastruktur yang dibangun oleh masyarakat diatas sungai justru mengurangi penampang basah aliran saat terjadi banjir;
· Kondisi Kali Brantas saat ini terjadi kerusakan tanggul dan tebing, penurunan dasar sungai akibat penambangan pasir yang tidak terkendali, perubahan bentuk sungai, dan kerusakan prasarana pengairan;
· Pembebasan tanah dan permasalahan sosial terhadap usulan kegiatan pembangunan infrastruktur sepanjang sungai Bengawan Solo;
· Koefisien Run Off saat ini pada WS. Bengawan Solo > 70% (koefisien runoff yang baik < 70%);

· Jika terjadi hujan pada daerah hulu, maka elevasi muka air Bengawan Solo tinggi. Hal ini mengakibatkan aliran anak-anak sungai yang bermuara di Bengawan Solo tertahan dan meluap. Hal ini akan menyebabkan genangan banjir pada area permukiman, persawahan disekitar muara anak sungai Bengawan Solo;

· Jika terjadi air laut pasang (tinggi 2-3m), maka aliran air pada Bengawan Solo tertahan tidak dapat mengalir ke laut;

· Banyaknya permukiman dan persawahan pada daerah depresi (rutin genangan) disekitar Bengawan Solo; dan

· Terdapat beberapa infrastruktur pengendali banjir yang belum selesai dibangun. 

Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :

· Pemeliharaan sungai dengan menggunakan alat berat secara swakelola;
· Kajian pengendalian banjir di Kali Kemuning (Sampang);
· Penanganan secara bertahap permasalahan banjir di Kali Welang, Kali Petung, dan Kali Rejoso (Pasuruan), Kali Merakan (Probolinggo), Kali Selowogo (Bondowoso), dan Kali Kembar (Tulungagung);
· Melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Bengawan Solo (Pemeliharaan Floodway Plangwot, Kali lamong), Kali Song, Kali Bodeng, Kali Ngasinan (Tulungagung/Trenggalek), Kali Kuncir (Nganjuk), Kali Surabaya (Medokan Semampir), Kali Kedung Larangan dan Kali Wrati (Pasuruan);
· Sosialisasi serta pengaturan dan penegakan hukum untuk penertiban kegiatan masyarakat pada wilayah dataran banjir maupun ijin pembangunan infrastruktur oleh masyarakat di badan sungai;
· Melanjutkan pembebasan tanah Remaining Work LSRIP;
· Gubernur Jawa Timur telah berkirim surat kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk menghentikan penambangan pasir di Kali Brantas dan mengalihkan penambangan pasir ke kantong lahar Gunung Kelud;
Penanganan WS Bengawan Solo Jangka Pendek :

· Melakukan pengerukan secara rutin pada Saluran Floodway Plangwot-Sedayu Lawas di Lamongan;

· Melakukan pengerukan secara rutin pada anak-anak sungai yang bermuara di Bengawan Solo untuk memperbesar daya tampung sungai; 
· Melakukan normalisasi pada waduk-waduk misalnya Waduk Pacal, Nglambangan, Prijetan, Gondang; 
· Khusus pada daerah depresi dilakukan Management Flood Prone Area/Pengelolaan pada Daerah Yang Rentan Bencana Banjir yaitu  dengan melakukan :

· Membangun Flood Evacuation Center yaitu daerah yang mempunyai elevasi tinggi digunakan sebagai Pusat Evakuasi saat Banjir untuk mempermudah akses pemberian bantuan pangan, kesehatan dll 

· Mempertahankan tradisi masyarakat yaitu Living Harmony with Flood (membiasakan hidup bersama banjir), misalnya Pola Tanam : Banjir-Padi-Polowijo, membangun rumah panggung, keterampilan membuat perahu sederhana, meliburkan sekolah saat terjadi banjir dll;
· Menambah kapasitas Floodway Plangwot-Sedayu Lawas dari 640 m3/dt menjadi 1.000 m3/dt dengan membangun penambahan pintu Inlet Flood Way dan memperlebar saluran floodway Plangwot; 

· Mempercepat penyelesaian Jabung Ring Dike sebagai Retarding Basin sekaligus sebagai tampungan air baku; 

· Membangun pintu-pintu air drainase pada muara anak sungai Bengawan Solo, dengan tujuan menahan masuknya aliran air  Bengawan Solo jika elevasi muka air Bengawan Solo tinggi dan sebaliknya; 
Penanganan WS Bengawan Solo Jangka panjang :

· Melakukan Reboisasi Hutan; 

· Membangun waduk pengendali banjir didaerah hulu anak-anak sungai Bengawan Solo,  untuk menampung aliran air permukaan sehingga mengurangi debit aliran air masuk ke sungai. Antara lain: membangun Waduk Pejok (vol. 6 jt m3), Waduk Gongseng (20 jt m3) dan embung-embung  Solo Valley (50 jt m3/dt), Waduk Tugu Madiun (20 jt m3), Waduk Kresek Madiun (1,5 jt m3),dan Waduk Bendo Ponorogo (33 jt m3); 

· Membangun chekdam-chekdam pada hulu anak-anak sungai; 

· Membangun tanggul-tanggul sungai Bengawan Solo khusus pada daerah yang padat penduduk; dan

· Merevitalisasi sistem drainase Bengawan Jero (Lamongan). 

3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
a) Program  Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan yaitu pemberdayaan petani pemakai air, terutama dalam pengelolaan jaringan irigasi; peningkatan kinerja jaringan irigasi yang belum berfungsi; rehabilitasi jaringan irigasi terutama pada daerah penghasil pangan; pengelolaan jaringan irigasi, serta jaringan pengairan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur; optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi yang telah dikembangkan; peningkatan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan revitalisasi peran-peran lokal tradisional dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air untuk irigasi pertanian.

b) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan pagu sebesar Rp. 89.496.874.890,00, terealisasi sebesar 93,65% atau Rp. 83.814.024.230,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya dimaksudkan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan jaringan irigasi serta jaringan pengairan lainnya untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan air pertanian dan pengendalian pemanfaatan air tanah untuk irigasi.

Hasil pelaksanaan program/kegiatan dengan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) > 2 melalui peningkatan efisiensi penggunaan air irigasi, diantaranya :

· Memperbaiki kinerja Jaringan Irigasi (JI), yaitu dengan melaksanakan operasi dan pemeliharaan JI seluas 463.222 hektar yang terdiri atas kewenangan Provinsi di 169 Daerah Irigasi seluas 167.289 hektar dan kewenangan Pusat di 35 Daerah Irigasi seluas 295.933 hektar.

· Melaksanakan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) kewenangan Provinsi seluas 10.824 hektar dan kewenangan pusat di 6 DI seluas 69.620 hektar. 

· Penyuluhan kepada Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) mengenai efisiensi pemakaian air irigasi.

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

· Laju penurunan kinerja jaringan irigasi dan tampungan air terjadi lebih cepat dibanding kemampuan melakukan perbaikan.

· Pola pemakaian air irigasi di tingkat petani masih cukup tinggi, serta terjadi penyimpangan pengambilan air yang telah disepakati dalam rencana tata tanam dan pola alokasi air.

· Pemanfaatan sumur air dangkal untuk irigasi yang berlebihan sehingga berpengaruh terhadap penurunan muka air tanah dan menyebabkan kekeringan pada sumur-sumur penduduk.
Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :

· Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Provinsi di 169 DI seluas 167.289 Ha secara rutin untuk mempertahankan kinerja jaringan.

· Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Pusat di 35 DI seluas 295.933 Ha secara rutin untuk mempertahankan kinerja jaringan.

· Mengembangkan jaringan irigasi air permukaan direncanakan seluas 37.100 yang diproyeksikan untuk meningkatkan IP>2 (Jabung Ring Dike di Lamongan sebesar 2.300 Ha, Bojonegoro Barrage di Bojonegoro sebesar 12.000 Ha, Bengawan Jero di Lamongan sebesar 12.000 Ha, Waduk Bajulmati di Banyuwangi sebesar 1.800 Ha, Waduk Gonggang di Magetan sebesar 1.500 Ha, Papar Peterongan di Kediri sebesar 7.000 Ha dan Rowo Paras di Kediri sebesar 500 Ha).
· Melaksanakan studi untuk mengoptimalkan jaringan irigasi yang sudah ada dan mengaktifkan kembali tampungan-tampungan yang sudah tidak berfungsi.

· Penyuluhan kepada Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) mengenai efisiensi pemakaian air irigasi.

e) Penghargaan yang diterima baik Nasional maupun Provinsi

· Juara I Tingkat Nasional Lomba Operasi dan Pemeliharaan (OP) Tingkat Juru Pengairan/Mantri untuk Bapak Slamet Raharjo (Juru Pengairan/Mantri di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Lumajang).

· Juara II Tingkat Nasional Lomba Operasi dan Pemeliharaan (OP) Tingkat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (Kepala UPTD)/Pengamat untuk Bapak H. Kasiadi (UPTD Wonosari, Kabupaten Bondowoso).

4) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya
a) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya didukung oleh 9 (sembilan) kegiatan yaitu penatagunaan sumber daya air; penyelenggaraan konservasi air tanah pada wilayah kritis air; peningkatan kegiatan operasi dan pemeliharaan waduk, danau, embung, serta bangunan penampung air lainnya; rehabilitasi bangunan tampungan air seperti waduk/embung; percepatan pembangunan waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya dalam skala kecil di wilayah rawan kekeringan; peningkatan pemanfaatan potensi kawasan dan air waduk, danau, embung, dan bangunan penampung air lainnya, termasuk untuk pengembangan wisata tirta; pengembangan pembiayaan kompetitif (competitive fund) untuk konservasi air oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah daerah; penggalian dan pengembangan budaya masyarakat dalam konservasi air; dan pengembangan teknologi tepat guna.

b) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya dengan pagu sebesar Rp. 22.009.294.800,00, terealisasi sebesar 90,53% atau Rp. 19.925.300.300,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan


Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya dimaksudkan untuk meningkatkan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air, mewujudkan keterpaduan pengelolaan, serta menjamin kemampuan keterbaharuan dan keberlanjutannya sehingga dapat dicapai pola pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan serta mengendalikan eksploitasi air tanah.
Hasil pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

· Pengadaan dan penanaman pohon sebanyak 39.419 pohon (mahoni, sengon, mangga gadung, nangka, kluwek, dan sukun) dengan tinggi bibit sekitar    1,5 s/d 2 m dengan harapan hidup sebesar 75%.

· Tersedianya data dan dokumen perencanaan untuk penatagunaan sumber daya air.

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

· Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang memprihatinkan adalah indikasi terjadinya proses percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air.

· Kecenderungan meluas dan bertambahnya jumlah DAS kritis telah mengarah pada tingkat kelangkaan dan peningkatan daya rusak air yang semakin serius. Selain itu, kelangkaan air yang terjadi cenderung mendorong penggunaan sumber air yang tidak bijaksana, antara  lain pola eksploitasi air tanah secara berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan dan kualitas air tanah, intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah. Kerusakan air tanah sangat sulit dipulihkan, sehingga apabila hal tersebut terjadi terus menerus secara pasti akan berujung pada terjadinya bencana lingkungan yang berimplikasi luas.


Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :

· Penanaman pohon di DAS kritis dan sempadan irigasi guna mengembalikan fungsi daerah resapan air dan sebagai upaya pengawetan air.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

· Melaksanakan studi/kajian serta penyediaan data dan dokumen-dokumen perencanaan untuk penatagunaan sumber daya air.

5) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
a) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan didukung oleh 8 (delapan) kegiatan yaitu penyusunan/penyesuaian peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sumber daya air, sungai, pengusahaan sumber daya air wilayah sungai, irigasi, dan pembiayaan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai; penataan dan perkuatan kelembagaan pengelola sumber daya air daerah Provinsi, maupun Kabupaten/Kota; pengembangan dan pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat Provinsi, Wilayah Sungai (WS), dan/atau Kabupaten/Kota; perkuatan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai  (UPT PSDAWS); pembangunan sistem informasi dan pengelolaan data yang dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi yang akurat, aktual, dan mudah diakses; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya; peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dalam hal teknis, organisasi, dan administrasi pengembangan dan pengelolaan irigasi dan sumber daya air lainnya; dan penegakan hukum dan peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya air.

b) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan pagu sebesar Rp. 9.958.586.130,00, terealisasi sebesar 94,74% atau Rp. 9.434.745.939,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Pembangunan

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dimaksudkan untuk mewujudkan kelembagaan yang efektif sehingga potensi konflik air dapat dikendalikan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat, kualitas koordinasi serta kerjasama antar-instansi.
Hasil pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

· Pelaksanaan ketatausahaan UPT PSDAWS se-Jawa Timur;
· Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Wilayah Kerja UPT PSDAWS se-Jawa Timur; dan
· Penguatan lembaga kordinasi yang sudah ada seperti TKPSDA, Dewan Sumber Daya Air Provinsi, Komisi Irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya.

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

· Perubahan paradigma pembangunan sejalan dengan semangat reformasi memerlukan beberapa langkah penyesuaian tata kepemerintahan, peran masyarakat, peran BUMN/BUMD dan peran swasta dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Penguatan peran masyarakat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD dan swasta diperlukan dalam rangka memperluas dan memperkokoh basis sumber daya.

· Pada aspek institusi, lemahnya koordinasi antar instansi dan antar daerah otonom telah menimbulkan pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien, bahkan tidak jarang saling berbenturan. Pada sisi lain, kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pengelolaan sumber daya air, masih belum mencapai tingkat yang diharapkan karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan.


Solusi terhadap permasalahan diatas melalui :

· Menguatkan koordinasi antar pengelola SDA di setiap level pemerintahan dan kewenangan melalui lembaga kordinasi yang sudah ada seperti TKPSDA, Dewan Sumber Daya Air Provinsi, Komisi Irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya.

· Sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Air.
1.3. DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR

1) Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah
a) Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu Penyediaan Sarana Air Bersih dan Air Limbah; Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air/Plengsengan/Drainase; Pembangunan Sarana Air Bersih di Perdesaan

b) Pagu dan Realisasi Program

Program Pengembangan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah dengan pagu sebesar Rp. 32.824.075.500,00, terealisasi sebesar 87,99% atau Rp. 28.882.648.050,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Program/Kegiatan

Program ini bertujuan meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi, drainase dan air minum secara optimal, efisien dan berkelanjutan, meliputi :

· Pembangunan sarana air minum di perdesaan, meliputi bangunan produksi sampai jaringan distribusi

· Pendataan dan identifikasi potensi air baku untuk air minum dan pengembangan pemanfaatan sumber air secara terintegrasi lintas Kabupaten/Kota

· Pemulihan sarana air minum dan sanitasi yang rusak akibat bancana alam

· Revitalisasi dan perbaikan sarana air limbah untuk menunjang peningkatan pemeliharaan guna pengendalian kebocoran revitalisasi IPAL/IPLT dan rintisan pengembangan jaringan pembuangan air limbah di perkotaan

· Pembangunan sarana sanitasi dasar bagi rumah tangga maupun komunal di perdesaan, terutama di kawasan permukiman masyarakat miskin

· Menunjang pelaksanaan pembinaan teknis dan manajemen bagi HIPPAM

· Fasilitasi kerjasama instansi pengelola air minum dan air limbah dengan swasta

· Pembangunan dan normalisasi saluran drainase primer dan sekunder lintas Kabupaten/Kota, untuk menunjang pengendalian banjir serta menurunkan luas genangan di perkotaan
Program Peningkatan Kinerja Pembangunan Air Minum dan Air Limbah mempunyai sasaran sebagaimana berikut:
· Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih di perkotaan  dari 61,81% menjadi sebesar kurang lebih 66,73%, dan di perdesaan dari 55,43% menjadi sebesar kurang lebih 59.60%.

· Meningkatnya jumlah IPAL/IPLT yang tersedia baru 40% dan bermanfaat bagi masyarakat.

· Meningkatnya cakupan pelayanan Air Limbah di perkotaan  dari 76,54% menjadi sebesar kurang lebih 77,18%, dan di perdesaan dari 46,38% menjadi sebesar kurang lebih 50,86%. Pada akhir tahun 2015  cakupan pelayanan wilayah perkotaan  akan ditingkatkan menjadi 79,60%  dan cakupan pelayanan wilayah pedesaan akan ditingkatkan menjadi 60,83% Target MDG’s 2015.
· Meningkatnya kinerja lembaga pengelola air minum (PDAM & HIPPAM) dan lembaga pengelola air  limbah

· Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah

· Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dan antar wilayah dalam pembangunan air minum dan air limbah

· Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembangunan air bersih dan air limbah

· Cakupan pelayanan drainase diperkotaan dari 78,05% menjadi sebesar kurang lebih 81,19%

· Menurunnya luasan genangan dan menurunkan waktu genangan pada kawasan dan menurunkan waktu genangan pada banjir hingga 75 % dari kondisi saat ini

· Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dan antar wilayah dalam pembangunan persampahan dan drainase
Cakupan pelayanan Sanitasi. sampai saat ini sebesar 77,18%,  untuk wilayah perkotaan, dan 50,86% untuk daerah pedesaan, pada akhir tahun 2015  cakupan pelayanan wilayah perkotaan  akan ditingkatkan menjadi 79,60%  dan cakupan pelayanan wilayah pedesaan akan ditingkatkan menjadi 60,83% Target MDG’s 2015.
Program Pecepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), merupakan Program untuk meningkatkan dan mempercepat perencanaan dan investasi sektor Sanitasi yang dilaksanakan Selama periode tahun 2009 -2014, dengan target pada akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Stop buang air besar sembarangan (BABS),baik di wilayah perkotaan maupun wilayah Pedesaan 

b. Pengurangan genangan air.

Cakupan pelayanan drainase diperkotaan dari 78,05% menjadi sebesar kurang lebih 81,19%, pada akhir tahun 2015  cakupan pelayanan drinase diwilayah perkotaan  akan ditingkatkan menjadi 87,46% Target MDG’s 2015.
· Menurunnya luasan genangan dan menurunkan waktu genangan pada kawasan dan menurunkan waktu genangan pada banjir hingga 75 % dari kondisi saat ini

· Meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dan antar wilayah dalam pembangunan drainase

· Meningkatnya pangembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pembangunan drainase.

Cakupan  pelayanan air bersih saat ini sebesar 66,73%,  untuk wilayah perkotaan, dan 59,60% untuk daerah pedesaan, pada akhir tahun 2015  cakupan pelayanan wilayah perkotaan  akan ditingkatkan menjadi 76,05%  dan cakupan pelayanan wilayah pedesaan akan ditingkatkan menjadi 70,07% Target MDG’s 2015 akan mengurangi separuh proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan yang berkelanjutan.


Untuk mencapai agenda tersebut menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM yaitu:

a. Meningkatkan cakupan layanan akses air bersih dan kualitas pelayanan secara konsisten dan bertahap utamanya pada masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR )

b. Menurunkan tingkat kehilangan air melalui perbaikan dan rehabilitasi.

c. Memprioritaskan pembangunan untuk Masyarakat Berpeng-hasilan Rendah (MBR).

Program Kegiatan Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana air bersih dan air limbah (Pembangunan/ Rehabilitasi sarana sanitasi) di Kabupaten Lumajang 2 lokasi, Pasuruan 1 lokasi, Malang 1 lokasi, Bondowoso 2 lokasi , Jember 2 lokasi, Sampang 4 lokasi, Magetan 2 lokasi, Lamongan 1 lokasi, Kota Kediri 1 lokasi, Pamekasan 1 lokasi, Sumenep 2 lokasi, Kota Mojokerto 1 lokasi, Surabaya 2 lokasi.

2. Pembangunan dan perbaikan saluran air/plengsengan/drainase di Kabupaten Tulungagung 1 lokasi, Pasuruan 2 lokasi, Mojokerto 1 lokasi, Probolinggo 4 lokasi, Sampang 3 lokasi, Banyuwangi 1 lokasi, Bangkalan 1 lokasi, Nganjuk 1 lokasi, Magetan 1 lokasi, Madiun 1 lokasi, Lumajang 2 lokasi, Ponorogo 1 lokasi, Jember 1 lokasi, Situbondo 1 lokasi, Bojonegoro 4 lokasi, Tuban 2 lokasi, Kediri 1 lokasi, Sumenep 4 lokasi, Sidoarjo 1 lokasi, Kota Malang 5 lokasi.
3. Pembangunan sarana air bersih  di pedesaan di Kabupaten Situbondo 1 lokasi, Banyuwangi 2 lokasi, Probolinggo 3 lokasi, Pasuruan 3 lokasi, Lumajang 2 lokasi, Kediri 2 lokasi, Malang 2 lokasi, Bangkalan 2 lokasi, Jember 4 lokasi, Magetan 2 lokasi, Ponorogo 1 lokasi, Trenggalek 1 lokasi, Gresik 3 lokasi, Mojokerto 1 lokasi, Tulungagung 2 lokasi, Blitar 2 lokasi, Tuban 6 lokasi, Lamongan 2 lokasi, Bojonegoro 1 lokasi, Sidoarjo 1 lokasi, Jombang 4 lokasi, Pamekasan 9 lokasi, Sumenep 3 lokasi, Sampang 7 lokasi,  Kota Malang 1 lokasi, Batu 1 lokasi.
	No.
	SASARAN/INDIKATOR
	CAPAIAN
	TARGET

	
	
	2011
	2012

	1
	Pelayanan Air Minum
	
	

	
	· Perkotaan
	61,81
	66,73

	
	· Perdesaan
	55,43
	59,60

	2
	Pelayanan Air  Limbah
	
	

	
	· Perkotaan
	76,54
	77,18

	
	· Perdesaan
	46,38
	50,86

	3
	Pelayanan Persampahan
	
	

	
	· Perkotaan
	80,30
	83,19

	4
	Drainase
	78,05
	81,19


Sumber : Dinas PU Cipta Karya Prov. Jatim, Tahun 2012

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi antara lain:

· Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage) di perkotaan.

· Belum memadainya pelayanan sanitasi yang dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.

· Pengolahan lumpur tinja belum efektif atau kurang maksimal karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun

·  Tidak berfungsinya saluran drainase sebagai pematus air hujan, hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat membuang sampah ke saluran drainase, akibat dari rendahnya penegakkan hukum khususnya dalam perambahan badan air termasuk saluran drainase di kawasan perkotaan.

·  Belum mantapnya peraturan dan standar pengelolaan drainase.

· Penanganan masalah banjir perkotaan masih secara parsial dan tidak konseptual karena terbatasnya dokumen perencanaan induk dan perencanaan detail drainase yang seharusnya dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana tindak

· Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan serta khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan.

· Stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air (teknis maupun non teknis).

· Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery).

· Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air tersebut untuk non air bersih, maupun karena kendala batas administrasi wilayah.

· Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri.

Solusi terhadap permasalahan di atas melalui:
· Peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana persampahan dan drainase serta peningkatan kesadaran berperilaku hidup dan sehat (PHBS)

· Kinerja pengelolaan sampah dan drainase serta perbaikan saluran drainase primer dan sekunder guna pengendalian banjir di perkotaan Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan persampahan dan drainase.

· Peran serta seluruh stakeholder dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dan air limbah hingga tahun 2012 di perkotaan dan perdesaan

· Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam meningkatkankan pelayanan air minum dan air limbah untuk masyarakat 

· Mendorong terbentuknya regionalisasi pengelolaan air minum dan air limbah sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku)

· Meningkatkan kinerja pengelola air minum dan air limbah melalui restrukturisasi kelembagaan

· Meningkatkan kualitas SDM pengelola pelayanan air minum dan air limbah melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan

2) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan    

a) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Perbatasan.
b) Pagu dan Realisasi Program

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan pagu sebesar         Rp. 750.000.000,00, terealisasi sebesar 98,71% atau Rp. 740.333.390,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Program/Kegiatan

Tujuan dari program ini adalah meningkatnya pembangunan kawasan perbatasan dan percepatan perencanaan RTRW dimasing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta perencanaan detail wilayah/kawasan sehingga mendukung mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sedangkan sasarannya adalah tersusunnya dokumen identifikasi perencanaan pengembangan insfrastruktur wilayah perbatasan di 6 Kabupaten dengan hasil Dokumen identifikasi perencanaan pengembangan insfrastruktur wilayah perbatasan di 6 Kabupaten.

d) Permasalahan dan Solusi
Data perencanaan program pengembangan perbatasan tidak akurat sedangkan solusinya adalah terpadunya pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan perencanaan program Kabupaten/Kota.

3) Program Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh    

a) Program Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Permukiman sebagai Antisipasi Perkembangan Kawasan Pesisir.

b) Pagu dan Realisasi Program

Program Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan pagu sebesar         Rp. 1.400.000.000,00, terealisasi sebesar 97,44% atau Rp. 1.364.142.700,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Program/Kegiatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kawasan cepat tumbuh dan kawasan pesisir dan percepatan perencanaan RTRW dimasing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta perencanaan detail wilayah/kawasan sehingga mendukung mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sedangakan sasarannya adalah tersusunnya dokumen identifikasi perencanaan pengembangan insfrastruktur wilayah cepat tumbuh dan pesisir di 7 Kabupaten yang menghasilkan dokumen identifikasi perencanaan pengembangan insfrastruktur wilayah cepat tumbuh dan pesisir di 7 Kabupaten.

d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi adalah data perencanaan program pengembangan cepat tumbuh dan pesisir tidak akurat dan upaya pemecahan permasahannya adalah terpadunya pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai dengan perencanaan program Kabupaten/Kota.

4) Program Pengembangan Perumahan
a) Program Pengembangan Perumahan didukung oleh 16 (enam belas) kegiatan yaitu Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM); Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun di kota-kota metropolitan dan kota-kota besar; Pembangunan dan rehab sarana prasarana Gedung Negara; Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Bidang Permukiman pada Desa Miskin Tertinggal; Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pembangunan/Perbaikan sarana prasarana kawasan Agropolitan Jawa Timur; Perbaikan Jalan/Saluran Lingkungan Permukiman; Peningkatan Sarana Prasarana Permukiman Kawasan Khusus; Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa); Dana Pendamping PNPM; Pembangunan/ Rehabiltasi bangunan Gedung Pemerintah Propinsi Jatim; Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Jawa Timur; Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman; Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman; Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan; Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi; Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) (Lanjutan).
b) Pagu dan Realisasi Program

Program Pengembangan Perumahan dengan pagu sebesar  Rp. 125.160.774.500,00, terealisasi sebesar 73,37% atau Rp. 91.828.053.570,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.

c) Hasil/Outcome Pelaksanaan Program/Kegiatan

Program ini bertujuan meningkatkan pengembangan, sarana prasarana serta pengadaan, perbaikan perumahan dan permukiman yang layak dan sehat bagi penduduk miskin, antara lain meliputi  :

· Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah atau penduduk miskin

· Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa, dan Rumah Sangat Sederhana yang layak dan sehat untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi penduduk miskin diperkotaan

· Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan mengembangkan mikanisme relokasi permukiman ke tempat yang layak, aman, dan sehat, serta mencegah penggusuran tanpa kompensasi yang adil dan layak

· Pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin, dan menyederhanakan prosedur perijinan, serta pengakuan hak atas bangunan peruamahan rakyat dengan biaya murah dan cepat

· Penetapan regulasi yang mengatur tentang wewenang dan tangung jawab mengenai perumahan dan permukiman masyarakat miskin, termasuk kelompok rentan yang disebabkan oleh bencana alam, dan dampak negatif krisis ekonomi

· Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dikawasan kumuh, desa tradisional, dan desa nelayan

· Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat

· Fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam

· Pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan forum lintas pelaku untuk menyelesaikan masalah permukiman, khususnya bagi masyarakat miskin 

· Revitalisasi kelembagaan lokal yang bergerak pada pembangunan perumahan rakyat, termasuk kelompok dana bergulir perumah.an

· Pendirian rumah penampungan/panti untuk orang jompo, anak jalanan, anak terlantar, dan penyandang cacat/memiliki kemampuan berbeda serta masyarakat miskin didaerah bencana alam.

Sasaran dari Program Pengembangan Perumahan meliputi:

· Pengadaan Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi dan Rumah Susun  Sederhana Sewa /RUSUNAWA  

· Pengembangan unit rumah baru secara swadaya masyarakat 

· Perbaikan perumahan dan lingkungan permukiman khususnya pada kawasan kumuh

· Perbaikan terhadap rumah tidak layak huni
· Terealisasinya Pembangunan Rusunawa telah mencapai sebanyak 9.353 Unit Hunian dan kawasan RST. Target RST sebanyak 25 unit dam terealisasi sebanyak 13.000 unit di 5 Kabupaten di Jawa Timur

· Terciptanya kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni  secara swadaya

· Terealisasinya pola subsidi perumahan yang tepat sasaran

Hasil yang telah diperoleh terealisasinya kredit mikro bagi MBR untuk perbaikan dan pembangunan rumah baru
Untuk meminimalisasi dan mencegah makin berkembangnya kompleksitas permasalahan dalam pelayanan permukiman, maka diperlukan adanya penentuan target pada horison waktu tertentu. Proyeksi target capaian pelayanan dalam bidang permukiman didasari oleh beberapa landasan komitmen maupun regulasi secara internasional maupun nasional yang merepresentasikan kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang. GNPSR juga dipicu oleh adanya tantangan kebutuhan rumah (back lock) pada tahun 2012. Sebaran back lock rumah sampai tahun 2012 di Provinsi Jawa Timur sebesar 272.549 unit rumah (10,52%), sedangkan RTLH pada tahun 2012 sebanyak 61.400 unit rumah.

· Meningkatkan peran dan potensi para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman.

·  Membangun sistem dan mekanisme penyelengaraan pembangunan perumahan dan permukiman nasional.

· Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap sumberdaya pembangunan perumahan dan permukiman.

· Memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi segenap lapisan masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah

Berdasarkan konsep GNPSR,  penanganan backlog rumah diselesaikan sampai tahun 2020. Sedangkan strategi program pengembangan sejuta rumah dilaksanakan melalui 3 katagori pendekatan, yaitu :

1. Pengadaan Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi dan Rumah Susun Sederhana Sewa/RUSUNAWA (proporsi program 20%). Pertumbuhannya diharapkan akan dapat meningkat 7,5% per tahun sampai tahun 2020.

2. Rumah Swadaya (proporsi program 60%), pengembangan unit rumah baru secara swadaya. Pertumbuhannya diharapkan akan meningkat 2,5% per tahun hingga tahun 2020.

3. Perbaikan perumahan dan lingkungan permukiman (proporsi program 20%), peningkatan kualitas/rehabilitasi ini diharapkan 2,5% per tahun sampai dengan tahun 2020.

Melalui pendekatan strategi program GNPSR tersebut diharapkan agar kondisi back-log perumahan dapat diatasi secara bertahap sampai terpenuhinya kebutuhan perumahan pada tahun 2020.

Program Kegiatan Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan siap bangun dan atau lingkungan siap bangun dikota-kota metropolitan dan kota-kota besar (Pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU) di Kabupaten Sidoarjo 1 lokasi, Gresik 2 lokasi, Pasuruan 1 lokasi, Mojokerto 1 lokasi, Bangkalan 2 lokasi.

2. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Bidang Permukiman pada Desa Miskin Tertinggal dikabupaten Trenggalek, Magetan, Jember, Lamongan, Bojonegoro dan Nganjuk masing-masing 1 lokasi; Serta Pendataan daerah rawan air dan Pemetaan Potensi Air Baku pada Kawasan Tertinggal di kabupaten Bangkalan dan  Lamongan masing-masing 1 lokasi.

3. Pengembangan kawasan Agropolitan, pembangunan/perbaikan sarana prasarana kawasan agropolitan Jawa Timur (Jalan Usaha tani) di Kabupaten Pacitan, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Lamongan, Trenggalek, Tulungagung, Malang, Pasuruan, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi dan Pamekasan masing-masing 1 lokasi serta Tuban 2 lokasi.
4. Perbaikan jalan/saluran lingkungan permukiman di Kabupaten Tuban 1 lokasi, Bojonegoro 2 lokasi, Jombang 1 lokasi, Pasuruan 1 lokasi, Malang 1 lokasi, Probolinggo 5 lokasi, Situbondo 1 lokasi, Lumajang 3 lokasi, Jember 3 lokasi, Banyuwangi 2 lokasi, Sidoarjo 5 lokasi, gresik 2 lokasi, Mojokerto 2 lokasi, Ngajuk 1 lokasi, Kediri 3 lokasi, Trenggalek 1 lokasi, Pamekasan 1 lokasi, Lamogan 1 lokasi, Kota Surabaya 4 lokasi, Kota Malang 3 lokasi, Kota Probolinggo 1 lokasi.
5. Peningkatan sarana prasarana permukiman kawasan khusus (Perbaikan jalan/saluran lingkungan dikawasan Perbatasan, Pengrajin, Nelayan, Tertinggal, Pondok Pesantren) di Kabupaten Pacitan, Magetan, Ngawi, Tulungagung, Bangkalan, Sampang, pamekasan, Sumenep dan Jember masing-masing 2 lokasi; Banyuwangi 1 lokasi dan Ponorogo 3 lokasi.
6. Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) lanjutan pembangunan Rusunawa kawasan PT. Sier Surabaya dna pembangunan Rusunawa di Jemundo Sidoarjo serta Pembangunan Pagar, Pos Jaga, Pavingisasi halaman, Saluran air/Drainase Rusunawa Jemundo Sidoarjo.

7. Dana Pendampingan PNPM di Kabupaten Pamekasan, Lamongan, Tulungagung masing-masing 1 lokasi. 

8. Rehabilitasi Teras dan atap, Ruang Istirahat dan Ruang Tamu Presiden, Gedung Penunjang, Anti Rayap Gedung VVIP Bandara Juanda. Kegiatan Renovasi Gedung ini supaya dapat mewadahi / menampung pelaksanaan kegiatan di Gedung VVIP Bandara Juanda dan memanfaatkan ruang sehingga lebih berfungsi serta berpengaruh dalam peningkatan kualitas layanan di Gedung VVIP Juanda. Adanya pembangunan ini agar dapat berintegrasi dengan bangunan sekitar.

9. Rehabilitasi Gedung BKOW Provinsi Jawa Timur adalah dapat mewadahi/menampung pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang di BKOW serta Memanfaatkan ruang yang tersedia se-optimal mungkin, sehingga lebih berfungsi dan berpengaruh dalam peningkatan kualitas kerja. Dan juga adanya bangunan yang integrasi serta keterpaduan antara bangunan sekitar dengan bangunan yang terenovasi.

10. Renovasi Gedung Pramuka. Dengan adanya Renovasi Gedung Pramuka maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pramuka dan memanfaatkan ruang seoptimal mungkin sehingga lebih berfungsi serta berpengaruh dalam peningkatan kualitas kinerja kegiatan Pramuka. Dengan adanya bangunan ini juga dapat berintegrasi terhadap bangunan sekitar serta mewadahi seluruh kegiatan Praja Muda Karana.

11. Pembangunan, Pengembangan, dan Renovasi Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur (Multi Years) agar dapat mewadahi/ menampung pelaksanaan kegiatan masing-masing Bidang dan Biro di Jajaran Provinsi Jawa Timur yang berkantor di Jl. Pahlawan No.110, memanfaatkan ruang yang tersedia se-optimal mungkin, sehingga lebih berfungsi serta berpengaruh dalam peningkatan kualitas kerja serta bangunan yang integrasi serta keterpaduan antara bangunan sekitar dengan bangunan yang terenovasi

12. Pembangunan Gedung Kantor Laboratorium Keuangan Provinsi Jawa Timur untuk dapat mewadahi/menampung pelaksanaan kegiatan pada Kantor Laboraturium Keuangan Provinsi Jawa Timur, memanfaatkan ruang sehingga lebih berfungsi serta berpengaruh dalam peningkatan kualitas kerja dalam pelaksanaan program-program di Laboraturium Keuangan Provinsi Jawa Timur dan adanya bangunan yang dapat berintegrasi dengan bangunan sekitar

13. Renovasi Gedung Sekertariat PKK Provinsi Jawa Timur (Multi Years). Agar Dapat mewadahi/menampung pelaksanaan kegiatan pada sekertariat PKK dan memanfaatkan ruang sehingga lebih berfungsi serta berpengaruh dalam peningkatan kualitas kerja dalam pelaksanaan program-program di Bidang PKK. Dan juga adanya bangunan yang dapat berintegrasi dengan bangunan sekitar.

14. Pembangunan Gedung Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur untuk dapat mewadahi/menampung pelaksanaan kegiatan pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur, memanfaatkan ruang sehingga lebih berfungsi serta berpengaruh dalam peningkatan kualitas kerja dalam pelaksanaan program-program di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur, dan adanya bangunan yang dapat berintegrasi secara fungsi dengan bangunan sekitar

15. Pembangunan Ruang Tamu (Guest House) dan Ruang Pertemuan Gubernur Jawa Timur untuk mewadahi/menampung pelaksanaan kegiatan Gubernur Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, memanfaatkan ruang yang tersedia dan berfungsi se-optimal mungkin dan adanya bangunan yang integrasi serta keterpaduan antara bangunan sekitar dengan bangunan yang terbangun

16. Pembangunan Gedung KORPRI Provinsi Jawa Timur untuk dapat mewadahi/menampung pelaksanaan kegiatan pada KORPRI Jawa Timur, memanfaatkan ruang sehingga lebih berfungsi serta berpengaruh dalam peningkatan kualitas kerja dalam pelaksanaan program-program KORPRI Provinsi Jawa Timur, dan adanya bangunan yang dapat berintegrasi secara fungsi dengan bangunan sekitar

17. Pendampingan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di 15 Kabupaten.

18. Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bidang Perumahan dan Permukiman:
· Pembuatan Instalasi daur ulang grey water : Desa Candirenggo, Kec. Singosari-Kab. Malang; Desa Purwodadi, Kec. Sedayu - Kab. Gresik

· Pembuatan Instalasi Biogas dari Limbah Ternak : Desa Murukan, Kec. Mojoagung-Kab. Jombang; Desa Bendorejo, Kec. Pogalan - Kab. Trenggalek; Desa Klagen, Kec.Rejoso-Kab. Nganjuk; Desa Doho, Kec. Dolopo - Kab. Madiun

· Pembuatan pemadam kebakaran mobile untuk lingkungan permukiman

· Bantuan Hibah Pengolah Air Sederhana untuk daerah rawan air bersih : Ds.Kanor, Kec. Kanor-Kab. Bojonegoro; Ds.Tejoasri, Kec. Laren; Kab. Lamongan; Ds. Bulang Kulon, Kec. Benjeng - Kab. Gresik

· Bantuan Hibah Alat Pembuat Batu Bata Tanpa Pembakaran : di Ds.Dayu Rejo - Kec.Prigen - Kab.Pasuruan

· Bantuan Hibah Alat Pembuatan Batu Bata dari Kompos Rumah Tangga : di Ds. Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri

· Bantuan Hibah Alat Pembuat Batu Bata dari Lumpur Danau Ranu Pane : di Ds. Ranu Pane - Kab. Lumajang

19. Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan dan Permukiman

· Identifikasi Potensi Pasir Besi di Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang

· Identifikasi Tingkat Pencemaran Air pada Kawasan

· Padat Penduduk Kota Madiun

· Identifikasi Tingkat Pencemaran Air pada Kawasan

· Padat Penduduk Kota Kediri

· Kajian Pengelolaan Komunal Air Limbah Domestik

· Perkotaan di Kota Malang

· Identifikasi Pemanfaatan Limbah Ternak untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman Kab.Probolinggo

· Identifikasi Pemanfaatan Limbah Ternak untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman Kab.Bondowoso

· Kajian Penyediaan Air Bersih dalam Sistem Tertutup skala rumah tangga yang berasal dari air hujan dan grey water yang di daur ulang di Kota Probolinggo

20. Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan di kabupaten Sidoarjo, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Malang, Probolinggo dan Kediri masing-masing 1 lokasi.
21. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Pembinaan Jasa Konstruksi. Sosialisasi Undang-undang dan peraturan bangunan gedung, Pembekalan penanggungjawab teknik badan usaha undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja lomba tukang konstruksi nasional.

Dalam Memperluas Lapangan Kerja Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan dan Memperdayakan Ekonomi Rakyat, Terutama Wong Cilik , Gubernur Provinsi Jawa Timur mencanangkan program hibah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Wong Cilik. Adapun pelaksanaanya Gubernur Jawa Timur bekerjasama dengan Kodam V/Brawijaya, sedang Kodam V/Brawijaya menugaskan Kodim didaerah untuk melaksanakan program ini  dan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Bidang Tata Bangunan hanya selaku pengawas serta pendampingan laporannya. 

Menurut Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomer 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, pengertian runah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Adapun kriteria khusus mengenai sasaran renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) berpedoman pada 6 (enam) indikator kemisikinan, yaitu (1) lantai rumah masih berupa tanah (2) dinding rumah terbuat dari bilik bambu/sesek/gedek (3) tidak memiliki jendela dan ventilasi udara (4) tanah milik pribadi dan tidak bermasalah (5) tidak mempunyai asset lain di luar rumah sebesar ± Rp. 500.000,00 , dan (6) penghasilan tidak tetap (buruh serabutan di bawah umur/ janda/ jompo).  Pelaksanaan Renovasi RTLH dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2009 dan telah mencapai 8 (delapan) tahap. Tabel 1 menunjukan data perkembangan pelaksanaan renovasi RTLH tahun 2009-2012 dengan lokasi yang tersebar di kab/kota di Jawa Timur. Sampai dengan tahun 2012, jumlah rumah yang telah direnovasi melalui program bakti TNI di Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 61.400 unit rumah. 

Tabel 4.19.1
Perkembangan Pelaksanaan Renovasi RTLH di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2012

	NO
	K E G I A T A N
	Tahun pelaksanaan
	Jumlah kab/kota


	Jumlah rumah yang direnovasi per kab/kota (unit)
	Total jumlah rumah yang direnovasi

(unit)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1.
	RTLH Tahap I
	2009
	10
	1.000
	10.000

	2.
	RTLH Tahap II
	2009
	10
	1.000
	10.000

	3.
	RTLH Tahap III
	2010
	10
	1.000
	10.000

	4.
	RTLH Tahap IV
	2010
	10
	500
	5.000

	5.
	RTLH Tahap V
	2011
	10
	1.000
	10.000

	6.
	RTLH Tahap VI
	2011
	10
	500
	5.000

	7.
	RTLH Tahap VII
	2012
	10
	1.000
	10.000

	8.
	RTLH Tahap VIII
	2012
	5
	280
	1400

	
	T O T A L
	61.400


Sumber : Dinas PU Cipta Karya Prov. Jatim, Tahun 2012

Adapun data pelaksanaan renovasi RTLH oleh TNI di Provinsi Jawa Timur tersebar di berbagai Kab/Kota pada tahun 2012 sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.19.2
Jumlah Renovasi RTLH di Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

	
	
	Jumlah Rumah yang direnovasi Tahun 2012 (unit)
	Pagu Anggaran Tahun 2012

Rp. (.000,00)

	No
	Nama Kab/ Kota
	RTLH Tahap VII (APBD
	RTLH Tahap VIII

(P.APBD)
	Total
	RTLH Tahap VII (APBD
	RTLH Tahap VIII

(P.APBD)
	Total

	1.
	Kab. Pacitan
	1.000
	
	1.000
	100.000
	
	100.000

	2.
	Kab. Trenggalek
	1.000
	
	1.000
	100.000
	
	100.000

	3.
	Kab. Tulungagung
	1.000
	
	1.000
	100.000
	
	100.000

	4.
	Kab. Nganjuk
	1.000
	
	1.000
	100.000
	
	100.000

	5.
	Kab. Ponorogo
	1.000
	
	1.000
	100.000
	
	100.000

	6.
	Kab. Jombang
	1.000
	
	1.000
	100.000
	
	100.000

	7.
	Kab. Mojokerto
	1.000
	
	1.000
	100.000
	
	100.000

	8.
	Kab/Kota Pasuruan
	1.000
	
	1.000
	100.000
	
	100.000

	9.
	Kab/Kota Madiun

	1.000
	
	1.000
	100.000
	
	100.000

	10.
	Kab. Sumenep
	1.000
	280
	1.280
	100.000
	28.000
	128.000

	11.
	Kab. Sampang
	
	280
	280
	
	28.000
	28.000

	12.
	Kab. Pamekasan
	
	280
	280
	
	28.000
	28.000

	13.
	Kab. Bangkalan
	
	280
	280
	
	28.000
	28.000

	14.
	Kab. Sumenep
	
	280
	280
	
	28.000
	28.000

	15.
	Kab/Kota Kediri
	
	280
	280
	
	28.000
	28.000

	T O T A L
	10.000
	1.400
	11.400
	1.000.000
	140.000
	1.140.000


Sumber : Dinas PU Cipta Karya Prov. Jatim, Tahun 2012

Pada tahun 2012, Renovasi RTLH dilaksanakan di 14 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh TNI dari Kodam V/ Brawijaya. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang melalui konsultannya melakukan tugas pendampingan pelaporan yang dilakukan dalam menyajikan data dan dokumentasi pelaksanaan bakti TNI tersebut. Dari laporan ini dapat diketahui lokasi rumah dan kondisi rumah sebelum dan sesudah direnovasi beserta keterangan selama pelaksanaan.

Untuk memenuhi hak dasar masyarakat miskin atas perumahan yang layak huni, pada Tahun 2012 Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur sebagai instansi yang menangani berbagai permasalahan dalam pelayanan permukiman, mendapatkan sumber dana diantaranya:

· APBN
: 8.848 
unit hunian

· APBD I
: 804 
unit hunian

· APBD II
: 150 
unit hunian

· Perumnas
: 480 
unit hunian

· Menpera
: 1930 
unit hunian

Sedangkan APBD Tahun 2012 yaitu 61.400 unit perbaikan RTLH, 5000 unit perbaikan RTLH dari Kementrian PDT, dan 2000 unit perbaikan RTLH dari Menpera. Pengadaan Rusunawa di Jawa Timur hingga Tahun 2012 telah mencapai 9.353 unit hunian dan kawasan RST, Target RST sebanyak 25.000 unit dan terealisasi sebanyak 13.000 unit di 5 Kabupaten di Jawa Timur, jumlah ini akan terus ditingkatkan dengan dilaksanakannya pembebasan Lahan jalan masuk menuju Rusunawa Sumur Welut seluas 2.155 m2, serta pembebasan lahan jalan akses menuju rusunawa Sumur Welut.

Evaluasi Pencapaian Kinerja Perumahan, Perlu ditingkatkannya alokasi pendanaan baik melalui APBD maupun APBN untuk mendukung program pengembangan perumahan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, kawasan kumuh dan kawasan tertinggal. Adanya regulasi peraturan yang berkaitan dengan pembangunan RSH oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal perijinan, PLN dan PDAM untuk mengatasi kendala ketersediaan pasokan listrik dan air serta Perbankan dalam penyediaan kredit KPR bersubsidi untuk memfasilitasi pemilikan atau pembelian RSH yang dibangun oleh pengembang.

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Timur sudah terbangun secara sustainable. Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar infrastruktur merupakan program prioritas disamping program-program yang lainnya. Untuk dua tahun belakangan yaitu tahun 2011 Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang telah membangun jalan Paving, jalan Aspal, jalan Makadam, drainase dan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada tahun 2010/2011 terbangun tiga (3) TB yaitu Rusunawa Gunung Sari dengan jumlah hunian 268 Unit, type 34. Pada tahun 2011/2012 terbangun tiga (3) TB yaitu Rusunawa Jemundo dengan dua (2) TB, hunian 152 unit type 34, serta Rusunawa Sier satu (1) TB, hunian 65 unit type 34.  

Untuk pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Gunung Sari telah mendapat apresiasi yang luar biasa dari pemerintah pusat khususnya dari Kemenpera dalam hal konstrusi terbaik di Indonesia.
	No.


	Jenis Kegiatan
	Tahun/ M’ / TB
	Sumber Dana
	Keterangan

	
	
	2011
	2012
	
	

	1
	Jalan Aspal
	17.321,40 m’
	17.552,23 m’
	APBD Prov. Jatim
	

	2
	Jalan Paving
	14.284,62 m’
	14.581,52 m’
	APBD Prov. Jatim
	

	3
	Jalan Makadan
	1.948,21 m’
	2.123,14 m’
	APBD Prov. Jatim
	

	4
	Jalan Rabat Beton
	1.101,80 m’
	2.010,88 m’
	APBD Prov. Jatim
	

	5
	Drainase
	2.214,20 m’
	1.603,97 m’
	APBD Prov. Jatim
	

	JUMLAH
	36.870,23 m
	37.871,74 m’
	
	

	1
	Pemb. Rusunawa
	3 TB
	3 TB
	APBD Prov. Jatim
	Multi year

(2010/2011)

-Multi year (2011/2012)

	JUMLAH
	3 TB
	3 TB
	
	


Sumber : Dinas PU Cipta Karya Prov. Jatim, Tahun 2012

Data pada tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Jawa Timur  37.476.011 jiwa dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 3.079.822 RTM dan back log di bidang perumahan mencapai 324.000 unit yang tersebar di 38 kabupaten/kota.

Jumlah Rumah Susun Sewa Terbangun : 148 blok 

· Jumlah Hunian Terbangun Sebanyak : 7336 hunian 

· Sumber dana : 

· APBN 

: 5936 unit hunian 

· APBD I 

: 399 unit hunian 

· APBD II 

: 150 unit hunian 

· PERUMNAS 
: 480 unit hunian 

· Pembangunan rumah dari REI : 492.939 unit hunian 

· Pembangunan rumah dari APBD I : 239 unit untuk bencana alam di Jember

d) Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Permasalahan

a. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, yang disebabkan oleh :

· Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman

· Terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan

· Belum mantapnya sistem pembiayaan perumahan

· Terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak

· Lemahnya akses masyarakat terhadap sumberdaya kunci perumahan

· Masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan

· Masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan.

b. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman dan meningkatnya luasan kawasan kumuh, yang disebabkan oleh:

· Belum memadainya prasarana dan sarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman

· Menurunnya daya dukung lingkungan perumahan dan permukiman

· Belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan

· Lemahnya pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.

c. Masih terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di kawasan tertinggal, di kepulauan terpencil dan di kawasan perbatasan.

d. Masih belum efektifnya penerapan konsep pengendalian permukiman melalui dukungan prasarana dan sarana dasar permukiman Kasiba/Lisiba.

e. Kurang ditegakkannya aturan keselamatan bangunan dalam pembangunan gedung

f. Masih diperlukannya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung, terutama di daerah rawan gempa yang berpenghuni.

g. Masih rendahnya upaya peningkatan kualitas lingkungan kawasan Tradisional/Bersejarah.

h. Masih belum efektifnya pelaksanaan teknis dan administratif pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan gedung dan rumah negara (GRN).

Upaya Pemecahan Masalah

· Merealisasikan pelaksanaan Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah (GNPSR) melalui penyediaan hunian rumah sederhana sehat, rumah susun sewa, serta menyediakan prasana dan sarana dasar permukiman,  dengan melibatkan semua stakeholders
· Meningkatkan pemahaman peraturan jasa konstruksi dan pembinaan teknis pengelolaan/pembangunan gedung Negara..
· Mengembangkan teknologi tepat guna dalam pembangunan bidang perumahan permukiman

5) Program Perencanaan Tata Ruang

a) Program Perencanaan Tata Ruang didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan; Penataan Ruang Kawasan Strategis di Jawa Timur.
b) Pagu dan Realisasi Program  

Program Perencanaan Tata Ruang dengan pagu sebesar Rp. 4.412.000.000,00, terealisasi sebesar 96,23% atau Rp. 4.245.861.630,00 secara rinci masing-masing realisasi anggaran kegiatan serta capaian ukuran keberhasilannya dapat dilihat pada Lampiran Matrik 11 kolom.
c) Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

Tujuan dari Program ini adalah meningkatkan efektifitas perencanaan tata ruang serta meningkatkan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan sasarannya adalah : 

· Terwujudnya kegiatan fasilitasi dan penyusunan rencana tata ruang wilayah di 38 Kabupaten/Kota

· Tercapainya perencanaan detail kawasan di 38 Kabupaten/Kota

· Tercapainya optimalisasi peran RTRW Provinsi Jawa Timur sebagai rujukan koordinasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah di 38 Kabupaten/Kota

· Terpenuhinya perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar di kawasan strategis dan cepat tumbuh di 31 lokasi wilayah kegiatan

· Terpenuhinya perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar di kawasan perdesaan dan perkotaan di 22 lokasi sistem jaringan wilayah perdesaan Kab/Kota

· Terpenuhinya perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar di kawasan perbatasan di 5 Kawasan

· Terpenuhinya pemenuhan ruang terbuka hijau publik di 21 wilayah kota besar dan metropolitan

· Terpenuhinya sinkronisasi program dan anggaran propinsi di 38 Kabupaten/Kota

· Tercapainya fasilitasi dan koordinasi antar penataan ruang Kabupaten/Kota

· Tercapainya pemanfaatan kawasan strategis provinsi 

· Tercapainya pemanfaatan detail kawasan/wilayah tiap Kecamatan di   Jawa Timur

· Tercapainya pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang di seluruh wilayah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur
· Tercapainya sinkronisasi program sektoral dalam perwujudan struktur dan pola ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis propinsi di seluruh wilayah

· Tercapainya optimalisasi kelembagaan penataan ruang di seluruh wilayah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur

· Tercapainya fungsi pengendalian kebijakan insentif-desinsentif tata ruang di 38 Kab/Kota

· Terpenuhinya perizinan pemanfaatan ruang di 38 Kab/Kota

· Terpenuhinya penyelesaian perselisihan dan/atau pengenaan sanki permasalahan tata ruang di 38 Kab/Kota

· Terpenuhinya fasilitasi kerjasama tata ruang lintas kab/kota di 38 Lokasi

· Terpenuhinya pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang di 38 Kab/Kota

· Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang masing-masing Kecamatan dan Kawasan Strategis Propinsi/Kabupaten/Kota

· Terselesaikannya produk rencana tata ruang wilayah wilayah di 38 Kabupaten/Kota

· Fasilitasi percepatan tata ruang wilayah di 38 Kabupaten/Kota
· Penyusunan RTR Kawasan Perdesaan berbasis Pengembangan Sumber daya lokal (Kab.Sampang, Kab. Pasuruan).

· Revitalisasi Pemanfaatan Ruang Kawaan Perkotaan (kab. Jombang, Sidoarjo) .

· Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (Kab.Pamekasan, Jombang, Situbondo).

· RTR Kawasan Andalan Provinsi (Malang dan sekitarnya, Banyuwangi dan sekitarnya, Situbondo, Bondowoso, Jember dan sekitarnya, Madiun dan Sekitarnya)

· Penyusunan RTR Kawasan Strategis (Hightech Industrial) (Kab Gresik, Kota Kediri).

· Penyusunan RTR Kawasan Agroindustri Kab Gresik, Lamongan.

· Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pengendalian Ketat Kawasan Sekitar Bandara Juanda. 
d) Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
· Belum tuntasnya proses penyusunan substansi teknis serta legalisasi dokumen tata ruang di Kabupaten/Kota sehingga menghambat perencanaan pembangunan dibawahnya seperti perencanaan RDTR yang dipakai untuk perijinan

· Belum efektifnya penerapan regulasi maupun dokumen perencanaan tata ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang karena rencana detail yang dipakai untuk perijinan mayoritas belum direncanakan

· Masih tingginya kesenjangan pembangunan antar wilayah Pertumbuhan ekonomi hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu saja, yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan antar daerah

· Masih banyaknya Wilayah Tertinggal, yaitu wilayah yang masyarakatnya memiliki keterbatasan akses kepada pelayanan sosial, ekonomi dan politik serta terisolir dari wilayah sekitarnya

· Belum dikembangkannya Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, hal ini disebabkan oleh belum berkembangnya sinergitas serta kerjasama antar pelaku-pelaku pengembangan kawasan (pemerintah, swasta, masyarakat)

· Masih kurang terpadunya penataan ruang lintas perbatasan Kab/Kota sehingga terjadi kontradiksi penempatan ruang yang menimbulkan konflik antar wilayah

· Masih belum efektifnya peran dan fungsi Tim Koordinasi Penataan Ruang pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menunjang konsistensi penataan ruang sesuai dengan perencanan yang telah mempunyai legalitas hukum
Upaya Pemecahan Masalah :

· Mengoptimalkan peran  Rencana Tata Ruang sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah

· Mendorong peningkatan pemerataan pembangunan dengan percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah melalui pembentukan sentra-sentra baru
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